S,

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : g TAHUN- 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005

Menimbang 38 7
b.
Mengingat 2 1
2,
2,
4,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa dengan adanya kebijakan  Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak
tercapainya - target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi
kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi  dan  prioritas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan
perubahan dan telah disepakati tanggal 19 November 2005 :

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf'a, perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2005 dengan Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
l,,r"’hjbaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan
U/r%{ang — Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 );

Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 1
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
Keudngan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih  dan  Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan

L.embaran Negara Nomor 3851 ):



3.

10.

11

2

13.

14,

15.

16.

Undang - undang Nomor 46 Tahun. 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;

Undang — undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tertang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021);

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022); '

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahua 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negura Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan' Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang. Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
D;*..e’rah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

-%7hbaran Negara Nomor 4139);



]

Memperhatikarn :

18.

19.

20.

—_—

(S

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilann
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan
.'Keuangan Daerah  serta Tata Cara  Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Dacrah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Perdapatan  dan
Belanja Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara
Tahun 2003 - 2007;

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003

tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun
2003 - 2007,

. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003

tentang Rencana Strategi Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun
2003 - 2007,

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2005
tehtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku

~Utara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor

1);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara
Nomor 27 / 2005 tanggal 19 November 2005 lentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi -Maluku Utara tentang
Perubahan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2005
menjadi Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

v Menetapkan

dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2005
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Pasal 1

Pe7‘;ahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun
5

Aytdgaran 2005 sebagai berikut :

[. Pendapatan Rp. 297.543.485.299 48
2. Belanja Rp. 290.548.402.692.48
Surplus/Defisit Rp.  6.995.082.607,00

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 9.744.917.393,00
b. Pengeluaran Rp.16.740.000,000,00
T Rp. (6995.082.607,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran [ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran I Daftar  Rekapitulasi APBD menurut Bidang
:x.l"Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat baerah;

4. .Lampiran 1V Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

5. Lampiran V Daflar Piutang Ducrah;

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah:

7. Lampiran VII Daftar lnvestasi'('l’enyerlaan Modal) Daerah;
8. 'Lalnpiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

9. Lampiran IX Daftar Dana Cadang’a'n;

Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara
menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padai tanggal diundangkan.

Agar' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
! Pada Tanggal 19 Hopember 2005

JABATAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

BSEKDA

ASSISTEN.I

—

KARO HUKUM ) H. THAIB ARMAIYN
KABAG PERT UU | T Y05

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 19 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

H.

UHADJIR ALBAAR

1

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 Nomor .g.... )



